
BUPATI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI IIALMAHERA BARAT
NOMOR 32.A I KPTS I r I 2A26

TENTANG

PEMBENTUI(AII TIM PENYITSUNAN REIYCANA KERJA tRtIuAl
KECAMA.TAN JAILOLO

T(ABUPATEN IHLMAHERA BARAT
TAHT'N ANGGARAN 2A2?

w
HALMAHERA
JAILOLO

BUPA?I HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 125 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun zAfi tentang Tata Cara
Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeratr,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daeratr, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa persiapan
penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi pembentukan Tim
Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
bahwa untuk menjarnirr terlaksananya penyusunan Renja
Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecematan Jailolo Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27;
bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud pada
hufuf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Keq'a (Renja) Kecamatan Jailolo Katrupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2O27;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun L99g tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO3 tentang Pembentukan
Kabupaten halmalrera Barat, Kabupaten Halm6fu6p6 Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halrnahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2AO3 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-undang Nomor 25 tahun 2AA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembanguran Nasional;

7. Undang-unelang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 Tentang Hubur:.gan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Peubahan atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundan g- undangan;
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10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipii
Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2Ai9 tentang Pengeioiaan
Keuangan Daerah;

72. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfur ke Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengeloiaan Barang Milik Daerah sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 2A'24
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerair, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Parg'ang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta lata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaktur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Pcraturan Ilicnleri Dalam Negeri Nomor l9 Tahun )O2C tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}ruLn'2O2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun '2O'2O

tentang Perubahan Ketlga diatas Keputusan Menteri dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2A2l tentang Hasil Veri{ikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, verilikasi,
dan Nomenkiaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat lt{omor 2 Tahun
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'2AL6 tentang Pembentukan dan Sussunan Perangkat Daerah
Katrupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A2'2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A23 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A26 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026:
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A'21
tentang PeruLrahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2A'23
tentang Perubahan Keempai atas Peraturan bupaii Hairnaher-a
Barat Nomor 10 Tahun 2A16 tentang Struktur Organisasi
Perangkat daerah;
Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 3/KPIS/ 112026
tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
dari Bupati selaku Kepala Daerah kepada Kepa1a Perangkat
Daerah di Lingkungan Pernerintahal Kabupaten Halmahera Barat
sebagai Pe.jabat Pemegang Kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran Tahun 2O26;
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27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor I Tahun 2A26 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '2O26;

Memperhatikan: Surat Camat Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Nomor :

142 /3812026 Perihal : Penyampaian Draf SK Renja 2027 .

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KtrTIGA

KtrtrMPAT

MEMUTUSKAIY

MemLrentuk Tim Penyusunan Rencana Ke{a {Renja) Kecamatan
Jailoio Kabupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2027 pada
Satuan Ke5'a Kecamatan Jailolo Kabupaten Haimahera Barat dengan
Susunan Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
Tim Penyusunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,
bertugas menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27 sesuai
dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

PadaTanggal : 19Jan 2426

BARAT,BUPATI

Tembu.sa;n disamtrtailr,o;n lr,epa,da Yth z

1. Inspektur Inspektorat Kab. Haknahera Barat di Jailolo,
2. Kepa1a BKAD Kab. Haknahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BAPERRIDA Kab. Haknahera Barat di Jailolo.

t
Ass. Bid. trkonomi & Pemb

Kabag Hukum & Orgs



LAMPIRAN :

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR : 32.A / KPTS I I I 2026
TANGGAL: 19 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2427

$o NAMA /ITIP JABATAIY DALAM
DIlI[AS

JABATAIT DALAIU
TIM

KE?

1 ADAM ADNAN,S.Hi CAMAT JAILOLO PENANGGUNGJAWAB

z IRWAN HUSAIN, SB SEKRtrTARIS KECAIV{ATAN KETUA

3 EKA NURIMANDINA, ST KASUBAG PROGRAM &
KEUANGAN

SEKRETARIS

4 FARIA HASAN, SE KASI PELAYANAN ANGGOTA

-(J KUNTUM GORAA}TE,SP KASIE TRANTIB ANGGOTA

6 SANTI ABD RAHMAN, SE KASI KESRA ANGGOTA

7 IDRUS I. ABDURACHMAN KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN

ANGGOTA

e HENGKI KODA, SH STAF' ANGGOTA

q TITIK D.B. RTYANTO, SIP STAF ANGGOTA

10 MARDIA BUCHARi STAF ANGGOTA

11 MUHLIS HAMISI STAF ANGGOTA

12 SUMARNI FLORY STAF ANGGOTA 
/

ParaJ
BUPATI H1.i.-I\MflEfr.A BARAT,

YAMES UAilG
Ass. Bid. Ekonomi &' Pemb

Kabag Hukum & Orgs


